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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat 

luas. Sejalan dengan perkembangan tehnologi, pemerintah terus berupaya 

berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat 

(Abdussamad, 2020). Inovasi yang dilakukan ini bermacam-macam, mulai dari 

inovasi sistem pelayanan, produk layanan, program kualitas, bahkan pengelolaan 

organisasi (Fika, 2022). Adapun sejumlah inovasi dalam implementasi 

penyelenggaraan pelayanan publik yang telah menarik perhatian dan memberikan 

secarik harapan bahwa sebenarnya perubahan didalam implementasi pelayanan 

publik bukanlah sesuatu yang mustahil (Tiranika dan Maesaroh, 2020). Adanya 

wujud dari reformasi pelayanan public adalah sesuatu yang mungkin dilakukan, 

hal ini dapart terjadi sejauh ada kepedulian dari semua pemangku kepentingan dan 

stakeholder untuk mewujudkan hal tersebut.  

Pemerintah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia memberikan 

perhatian serius pada usaha reformasi birokrasi dalam decade terakhir ini. 

Menurut Muriany dan Ruhunlela (2021), reformasi birokrasi adalah suatu 

perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya 

manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan 

pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri 

(birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan 

yang dinamis, sebab reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk 
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membangun  kepercayaan rakyat. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya 

terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat 

struktur dan sikap serta tingkah laku (Handoko dan Sangka, 2020). 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah 

organisasi, baik organisasi dalam skala besar maupun kecil (Riniwati, 2016). 

Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai 

kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Kesuksesan 

atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, 

dipengaruhi oleh kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi 

pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik 

(good governance) akan terwujud (Joni, 2022). Seorang pemimpin diharapkan 

bisa memberikan dorongan lahirnya perubahan, kegiatan dan seluruh proses 

kegiatan organisasi. Menurut Sukatin dkk. (2022), pemimpin merupakan kekuatan 

aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu 

mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, dan tingkah laku anggotanya. 

Pemimpin merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam mengembangkan 

suatu organisasi.  

Uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa betapa besar peranan seorang 

pemimpin dalam suatu organisasi karena sebagai seseorang yang menggerakkan      dan      

mengarahkan      organisasi      dalam      mencapai tujuan. Pemimpin diharapkan mampu 

menciptakan perubahan yang signifikan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam 

suatu organisasi seorang pemimpin diharapkan bisa melahirkan berbagai gagasan baru, 

ide serta inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota, dilingkungan 

tempat kerja dan masyarakat pada umumnya.  
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Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kepemimpinan yang sekarang banyak 

membawa perubahan yang signifikan, memberikan manfaat bagi ASN dan masyarakat 

diwilayah pemerintah Kecamatan Kawedanan. Pemerintah Kecamatan Kawedanan 

Kabupaten Magetan, dibawah pimpinan Ibu Ari Budi Astuti, S.STP,M.Si. Salah satu 

program inovasi sehubungan dengan upaya reformasi birokrasi adalah inovasi “Jumpa 

Insan” (Jumat Pagi Berbagi dan Sholawatan). Sehingga, dengan adanya salah satu 

kegiatan tersebut, diharapkan dapat mendukung kesuksesan menjalankan tata kelola 

pemerintahan yang baik bagi aparatur berintegritas, produktif dan melayani. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kebijakan camat kawedanan dalam upaya reformasi birokrasi 

melalui inovasi Jumpa Insan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kebijakan Camat Kawedanan dalam upaya reformasi birokrasi 

melalui inovasi Jumpa Insan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. 

2. Mengetahui pelaksanaan program inovasi Jumpa Insan di Kecamatan 

Kawedanan Kabupaten Magetan 

3. Mengetahui manfaat program inovasi Jumpa Insan  
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat dari penelitian ini terdiri dari: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam Ilmu Pemerintahan.  

2. Secara Praktis 

a) Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat Menjadi sumber inspirasi, 

informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya 

yang berminat dibidang ini. 

b) Bagi Penulis 

Untuk menambah ketrampilan dan wawasan dalam bidang penelitian. 

 

E. Definisi Konsep 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 

ayat (24) menjelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain 

adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat 

“JUMPA INSAN (Jumat Pagi Berbagi dan Sholawatan). Camat Kawedanan 

bersama dengan seluruh aparat, bersama – sama berupaya melakukan  reformasi 

birokrasi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah untuk meningkatkan 

kepercayaan publik. Jumpa Insan merupakan salah satu dari 7 aspek dari Jumat 

SMART, yang merupakan salah satu program inovasi Kecamatan Kawedanan, 

Kabupaten Magetan. Wujud inovasi program ini berupa ruang publik 
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konvensional. Melalui konsep ruang berbagi, diharapkan ASN dapat berbagi 

dengan masyarakat maupun dengan sesama ASN baik berupa materi maupun 

spiritual, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan ASN, sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan merupakan bagian dari 

Survey kepuasan Masyarakat terhadap organisasi public pada OPD Kecamatan 

Kawedanan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat minggu ke empat 

disetiap bulannya. Kegiatan diawali dengan doa bersama untuk mendoakan arwah 

para leluhur serta doa keselamatan untuk seluruh perangkat kecamatan, desa dan 

kelurahan serta seluruh warga Kecamatan Kawedanan agar senantiasa dalam 

lindungan Allah swt, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua 

urusannya khususnya dalam mengemban amanah melayani masyarakat di wilayah 

Kecamatan Kawedanan. 

Selanjutnya, dilanjutkan dengan kegiatan berbagi. Kegiatan ini bertujuan 

untuk mendekatkan pemerintah kepada warga, meningkatkan rasa empati dan jiwa 

kepedulian ASN, terhadap lingkungan. Kegiatan ini dinilai sukses meningkatkan 

kepedulian aparatur kecamatan dan desa pada kebutuhan warga yang mendesak. 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara setiap bulannya semua aparatur berdonasi 

seikhlasnya dan digunakan untuk memberikan bantuan paket sembako bagi warga 

miskin. Utamanya mereka yang sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial ) namun belum mendapatkan bantuan dari program pemerintah pusat dan 

daerah. Tercatat dari Januari hingga Oktober 2023, sudah 150-an paket sembako 

senilai masing-masing Rp 100 ribu telah disalurkan dari program Jumpa Insan ini. 

Penyalurannya bergantian dari satu desa ke desa lain. 
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F. Kajian Teori 

1. Konsep Kebijakan Politik 

Negara Indonesia merupakan negara demokratis. Sehingga di negara 

demokratis, pelayanan publik adalah hal yang mendasar yang diperoleh setiap 

warga negara yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh negara. Selain itu, 

pelayanan publik adalah kewajiban suatu negara untuk dapat mensejahterakan 

rakyatnya. Winarno (2016:19) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik 

Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif, berpendapat bahwa 

secara umum, istiah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku 

seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga 

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Dalam referensi 

yang sama Robert Eyestone yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan 

bahwa “Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu 

unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Dye yang dikutip 

oleh Winarno (2016:19) mengatakan dengan tegas bahwa “kebijakan publik 

adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah 

mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara luas segala tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah suatu kebijakan publik. Kemudian lebih spesifik dapat 

diartikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses dari pengambilan 

keputusan hingga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan setiap 

keputusan ataupun tindakan yang dilakukan memiliki dampaknya masing-

masing. 
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Dalam Pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945 terdapat prinsip dasar 

terselenggaranya pelayanan masyarakat. Hal itu diimplementasikan dalam UU 

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 

Tahun 2009 memuat pengertian dari pelayanan publik. Definisi pelayanan publik 

menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau sebuah rangkaian 

kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara serta penduduk atas hal jasa, 

barang dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

public. 

Djamiarti, (2015) penyelenggara pelayanan public merupakan setiap 

institusi penyelenggara korporasi, Negara, lembaga independeen yang dibentuk 

berdasar UU, untuk kegiatan pelayanan public dan badan hokum lain yang dibuat 

untuk kegiatan dalam pelayanan public. Dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEPMEN/PAN/17/2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik, mengemukakan tentang 

hakekat pelayanan public yaitu sebuah pemberian pelayanan prima yang ditujukan 

kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur Negara yang bertugas 

sebagai abdi Negara. 

Menurut (Barker, Johnson, Hunt, George, & Tsugita, 2016) pelayanan 

publik yaitu pelayanan yang memiliki target sebagai kepuasan untuk siapapun 

yang mendapatkannya. Pemberian suatau pelayanan atau melayani kebutuhan, 

suatu kepentingan orang atau masyarakat ataupun organisasi baik di tingkat pusat 

maupun di tingkat daerah untuk memberikan kepuasan kepada penerima 

pelayanan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan aturan pokok serta tata cara yang 
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termuat dalam Undang- Undang bahwasanya segala bentuk pelayanan baik berupa 

barang maupun jasa publik merupakan tanggung jawab instansi pemerintah daerah 

dan pusat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

2. Sifat Kebijakan Politik 

Winarno (2016:23) menjelaskan bahwa sifat kebijakan publik dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu diantaranya Policy Demands 

(tuntutan-tuntutan kebijakan), Policy Decisions (keputusan-keputusan kebijakan), 

Policy Statements (pernyataan- pernyataan kebijakan), Policy Outputs (hasil-hasil 

kebijakan), dan Policy Outcomes (dampak-dampak kebijakan). Adapun penjelasan 

dari beberapa sifat kebijakan publik tersebut adalah, pertama ; Policy Demands 

(tuntutan-tuntutan kebijakan) adalah suatu tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh 

aktor-aktor swasta atau pemerintah, yang ditujukan kepada pejabat- pejabat 

pemerintah dalam suatu sistem politik untuk mengambil suatu tindakan tertentu. 

Kedua ; Policy Decisions (keputusan-keputusan kebijakan) adalah suatu 

keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang 

mengesahkan atau memberikan arah kebijakan publik, seperti undang-undang dan 

beberapa peraturan-peraturan yang dibutuhkan. Ketiga; Policy Statements 

(pernyataan-pernyataan kebijakan) adalah pernyataan-pernyataan resmi tentang 

kebijakan publik, seperti undang- undang dan peraturan-peraturan pemerintah 

yang menunjukkan suatu maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat ; Policy Outputs (hasil-hasil 

kebijakan) adalah suatu hal yang sebenarnya yang dilakukan menurut keputusan-

keputusan dan pernyataan-pernyataan suatu kebijakan. Dan kelima; Policy 

Outcomes (dampak-dampak kebijakan) adalah suatu akibat yang diperoleh 
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masyarakat, baik akibat tersebut yang diinginkan maupun tidak diinginkan dari 

suatu hal yang telah dilakukan oleh pemerintah. 

Jadi dari beberapa pemaparan terkait sifat kebijakan publik tersebut, dapat 

diketahui bahwa kebijakan yang baik haruslah memiliki sifat-sifat tersebut, 

diantaranya Policy Demands (tuntutan-tuntutan kebijakan), Policy Decisions 

(keputusan-keputusan kebijakan), Policy Statements (pernyataan-pernyataan 

kebijakan), Policy Outputs (hasil- hasil kebijakan), dan Policy Outcomes 

(dampak-dampak kebijakan). Sebuah kebijakan publik itu dijalankan, maka salah 

satu dari kelima sifat tersebut haruslah ada, dan tentunya setiap sifat kebijakan 

publik yang dimaksud tersebut telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh setiap 

aktor yang terkait dari suatu kebijakan publik yang ada 

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji didalamnya. 

Sehingga untuk memudahkan dalam mengkaji suatu kebijakan publik, maka 

dibuatlah beberapa tahapan kebijakan public. Adapun Dunn yang dikutip oleh 

Winarno (2016:31) menggambarkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan publik 

adalah , pertama ; penyusunan agenda adalah suatu tahap menempatkan suatu 

permasalahan menjadi agenda publik yang dilakukan para pejabat. Dimana dalam 

penyusunannya masalah-masalah yang dirumuskan telah diseleksi sebelumnya, 

dalam tahap ini terdapat suatu masalah yang mungkin tidak disentuh sama sekali 

namun juga terdapat suatu masalah lainnya yang ditetapkan dan menjadi fokus 

pembahasan. Kedua ; dalam tahap formulasi kebijakan ini masalah yang telah 
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masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan yang 

kemudian ditetapkan pemecahan masalah tersebut. 

Ketiga, dalam tahap adopsi kebijakan ini dilakukan pemilahan dari sekian banyak 

pemecahan masalah atau alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, maka ditentukan salah satu alternatif kebijakan tersebut yang diadopsi dengan 

dukungan dari legislatif yang berdasarkan konsensus bersama. Keempat ; dalam tahap 

implementasi kebijakan ini keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai 

alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh badan administratif ataupun 

badan pemerintah lainnya. Karena bagaimanapun juga suatu program kebijakan hanya 

akan menjadi catatan para birokrat jika program yang telah dibuat tidak 

diimplementasikan. Dan keempat ; tahap evaluasi kebijakan publik, dalam tahap ini 

kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana 

kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan suatu permasalahan tentunya dengan 

indikator tersendiri untuk menilai dan mengevaluasi suatu kebijakan tersebut. Setiap 

kebijakan publik terdapat beberapa tahapan yang ada didalamnya. Dengan adanya 

tahapan-tahapan tersebut, maka kebijakan publik yang dibuat harapannya akan mampu 

mengatasi permasalahan yang ada dengan teratur dan terarah. 

4. Implementasi Kebijakan Publik 

Ripley dan Franklin yang dikutip oleh Winarno (2016:134) berpendapat bahwa 

implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran 

yang nyata (tangible output). Sedangkan menurut Grindle dalam Winarno (2016:135) 

memiliki pandangan tentang implementasi secara umum yaitu tugas implementasi adalah 

membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa 

direalisasikan sebagai dampak suatu pemerintahan. Jadi menurut pengertian di atas 
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implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya 

perintah dari atasan yang dibentuk dalam suatu program tertulis dan telah disahkan serta 

dituangkan menjadi sebuah kegiatan dan memiliki suatu tujuan tertentu. 

Winarno (2016:133) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah 

suatu tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan publik harus 

diimplementasikan supaya dapat mengetahui dampak yang terjadi dan tujuan yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam pengertian yang luas, implementasi kebijakan 

dipandang sebagai tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang- undang. 

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang 

yang dilakukan oleh banyak aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara 

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tujuan- 

tujuan dari suatu kebijakan atau program-program dapat tercapai. Dalam sudut pandang 

yang lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang dipahami sebagai 

suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). 

Implementasi dapat diartikan sebagai konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan 

yang telah direncanakan mendapat dukungan, sehingga akhirnya implementasi mampu 

memberikan dampak perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang 

dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan adalah suatu konsep dari suatu kegiatan yang didasarkan pada peraturan-

peraturan atau undang-undang atau program- program yang telah dibuat berdasarkan 

suatu fenomena yang kompleks, dan melibatkan sejumlah aktor-aktor dalam 

keberlangsungannya, yang mana dalam setiap kegiatan yang dilangsungkan tersebut 

memiliki tujuan dan maksud tertentu demi tercapainya dampak perubahan keadaan yang 

lebih baik lagi dari sebelumnya. 
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Reformasi Birokrasi merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat 

berdampak pada perubahan system dan struktur. System berkaitan dengan hubungan 

antara unsur dan elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu 

totalitas ( Mustafa,2013: 143 ). Hal ini mengupayakan perubahan demi menjadi tata 

kelola pemerintahan yang baik, suatu perubahan yang sudah terencana pada suatu 

lembaga yang akan berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dari mulai budaya 

birokrasi, pelayanan public supaya dapat melaksanakan kelola pemerintahan yang baik ( 

Good Governance ).  

Adapun organisasi birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 

adalah kecamatan. Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa-desa ataun 

kelurahan. Pemerintah kecamatan sebagai salah satu unsur pemerintahan yang tidak luput 

dengan konsep dasar pelayanan public yang harus dilakukan dengan cepat, benar dana 

man, dikarenakan kebutuhan  masyarakat yang semakin beragam. Oleh karena itu, 

pemerintah kecamatan harus lebih memiliki ketrampilan dan kemampuan agar mampu 

berinovasi dan bersaing dalam hal memberikan pelayanan (Telly Muriani dan Victor S 

Ruhunlela,2021).  

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan 

Daerah Kota. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, merupakan kesempatan bagi Daerah Kabupaten / Kota untuk mengatur sendiri 

pembentukan, kedudukan, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuia 

dengan kebutuhan masyarakat di daerah dan kemapuan daerah sehingga dapat berbeda 

antara daerah kabupaten / kota yang satu dengan yang lainnya. Reformasi birokrasi 

difokuskan untuk memperbaiki struktur secara menyeluruh, agar dapat menghasilkan 

manfaat yang meningkat bagi masyarakat Salah satu aplikasinya dalam mereformasi 
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birokrasi di Kecamatan Kawedanan dalam meningkatkan pelayanan publik adalah 

program inovasi “Jumpa Insan”.  

Menurut Makmur & Rohana ( 2015:9) mengatakan bahwa inovasi didefinisikan 

sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang 

baru berkaitan dengan input, proses dan output serta dapat memberikan manfaat dalam 

kehidupan manusia. Inovasi merupakan pemikiran mengenai hal-hal yang baru  yang 

diterapkan secara sengaja dengan tujuan memperbaiki dan memberikan manfaat yang 

baik dalam penerapannya. 

Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat merupakan seorang pemimpin bagi 

aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang melaksanakan fungsinya 

sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses 

bekerjasama suatu system dari komponen-komponen (aparatur pemerintahan kecamatan 

dan desa/kelurahan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga  

akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode dari penelitian ini terdiri dari: 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong, (2006:34) mendefiniskan bahwa penelitian kualitatif 

adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena 

dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti, 
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misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian untuk memperoleh 

data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup 

wilayah Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. 

3. Teknik Penentuan Informan 

Teknik Purposive Sampling digunakan dalam menentukan informan. 

Dengan kata lain, kami mengidentifikasi informan dengan mempertimbangkan 

siapa saja yang layak dijadikan informan (Sugiyono, 2013). Misalnya, mengingat 

hal ini, diyakini bahwa orang tersebut adalah orang yang paling mengetahui apa 

yang kita harapkan. Alternatifnya mungkin orang tersebut dianggap sebagai orang 

yang mengendalikan, yang membantu peneliti memahami objek/ situasi social 

yang diselidiki (Sugiyanto, 2012). Dalam penelitian ini informan penelitian yang 

berjumlah 3 orang, adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti yang dianggap 

paling mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Pemilihan 

informan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, sehingga harus 

dilakukan secara hati-hati. 

4. Teknik Pengambilan Data  

Teknik pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan agar mendapatkan 

informasi. Disini peneliti menggabungkan dua macam teknik pengumpulan data 

yaitu dokumentasi dan wawancara. 
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a. Dokumentasi 

Berbagai fakta dan data tersimpan dalam materi berpa dokumen. Sebagian besar 

data yang tersedia berbentuk catatan harian, memorabilia, laporan artefak dan foto. Ciri 

utama data ini yaitu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan justru memberikan 

kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari apa yang terjadi dimasa lalu. Dalam 

penelitian ini, dokumentasi mendukung temuan wawancara. Agar kedua teknik 

pengumpulan data ini dapat saling melengkapi dan mendukung, maka sebaiknya peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dalam pengumpulan data. 

b. Wawancara 

Wawancara biasanya dilakukan antara dua orang dan para partisipan 

bertukar pendapat dan informasi melalui tanya jawab, dengan menggunakan 

percakapan antar hasil wawancara sebagai sumber diskusi. Kegiatan wawancara 

dilakukan untuk mencari penjelasan lebih lanjut dan memperoleh informasi 

obyektif tentang fakta yang sebenarnya muncul dari fenomena yang diamati 

sebelumnya.  

 

5. Teknik Analisa Data 

Pada sebuah penelitian diperlukan analisis data yang berurutan untuk 

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Menurut Miles 

dan Humberman terdapat analisis data sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Pertama, pengumpulan data. Pada fase ini peneliti melakukan proses 

pengumpulan data dari awal dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang telah ditetapkan. 
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b. Reduksi Data 

Kedua, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi yaitu data yang kasar 

muncul dari catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data yaitu berlangsung 

terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. 

c. Penyajian Data 

Ketiga, penyajian data. Penyajian data mempunyai arti yaitu sekumpulan 

rencana informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan data tindakan. Kegiatan reduksi dan penyajian 

data merupakan aktifitas yang terkait langsung dengan proses analisa data 

model interaktif. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Keempat, penarika kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini adalah tahap akhir 

dari proses analisa yang memajukan data. Tahap ini berarti penarikan arti data 

yang dapat dilakukan dalam proses analisa data model interaktif. 

 

H. Keabsahan Data 

Peneliti tidak hanya perlu menganalisa data saja, tetapi juga menguji keabsahan 

data untuk memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data sebaiknya juga 

menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk 

dijadikan sebagai sumber data. Triangulasi adalah teknik investigasi divaliditas data 

menggunakan orang lain. Selain itu, data tersebut akan digunakan untuk tujuan 
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administrative dan untuk perbandingan dengan data dari studi kualitatif. Rincian teknis 

pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan Berkelanjutan 

Teknik ini disebut sebagai cara untuk menyampaikan tingkat kepercayaan 

terhadap data melalui pengamtan yang cermat dan terus menerus dijalan. Metode 

ini juga bertujuan untuk menemukan karakteristik dan elemen situsasi yang sangat 

efektif dalam masalah yang dihadapi dan focus pada hal-hal tersebut secara rinci 

(Miles et al, 2014). Pengujian dengan meningkatkan kualittas pelayanan dilakukan 

oleh peneliti yang secara efektif membaca seluruh catatan hasil penelitian, 

sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Tugas seorang peneliti 

adalah meningkatkan hasil kerja yang cermat, sehingga membaca dan mengenal 

desain referensi berbagai buku dan hasil penelitian dari buku-buku dan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan temuan yang diteliti. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah metode untuk menegaskan keabsahan data dengan 

menggunakan sesuatu selain tujuan verifikasi atau perbandingan data. Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Triangulasi Sumber 

Membandingkan dan mengecek data balik derajat tingkat kepercayaan terhadap 

informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu serta alat berbeda dengan metode kualitatif 

untuk membandingkan dan memverifikasi data. 
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b. Triangulasi Teknis 

Triangulasi teknis adalah teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data yang 

dibuat dengan cara pengecekan data menggunakan sumber yang sama. Dalam penelitian 

ini, peneliti berusaha membuat bukti data dari observasi dan dokumen. 

c. Triangulasi Reverensi 

Triangulasi reverensi adalah alat untuk mempertimbangkan dan 

mengadaptasi masukan tertulis untuk tujuan evaluasi. Misalnya laptop bias 

sekaligus digunakan sebagai alat komunikasi atau perekam. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Singkat Inovasi Jumpa Insan 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis OPD, Kecamatan Kawedanan 

yang berorientasi kepada masyarakat, maka dipandang perlu upaya untuk memberikan 

ruang public secara konvensional dan atau virtual melalui inovasi program peningkatan 

pelayanan public. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemerintah terus berupaya 

berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Keberhasilan 

suatu pemerintahan tidak lepas dari peran aktif seorang pemimpin dalam memberikan 

contoh yang baik dalam melaksanakan tugas dan perannya. Ibu Ari Budi Astuti, 

S.STP,M.Si selaku Camat Kawedanan Kabupaten Magetan, senantiasa megeluarkan ide-

ide cemerlangnya dalam memimpin anggotanya. Dibawah motto SALAM KASIH 

SEHATI (Kawedanan Bersih Sehat Harmonis Aman Tertib dan Indah), Camat 

Kawedanan berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi melalui inovasi-inovasinya 

demi meningkatkan kepercayaan dan kepuasan public di wilayah Kecamatan 

Kawedanan. 

“JUMPA INSAN” (Jumat Pagi Berbagi dan Sholawatan). Camat Kawedanan 

bersama dengan OPD Kecamatan Kawedanan, bersama – sama berupaya melakukan  

reformasi birokrasi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah untuk 

meningkatkan kepercayaan publik. Jumpa Insan merupakan salah satu dari 4 aspek dari 

Jumat SMART, yang merupakan salah satu program inovasi Kecamatan Kawedanan, 

Kabupaten Magetan. Wujud inovasi program ini berupa ruang publik konvensional. Hal 

tersebut menjadi ruang berbagi, sehingga ASN dapat berbagi dengan masyarakat maupun 

dengan sesama ASN baik berupa materi maupun spiritual, meningkatkan keimanan dan 
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ketaqwaan ASN, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat 

dan merupakan bagian dari Survey kepuasan Masyarakat terhadap organisasi public pada 

OPD Kecamatan Kawedanan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat minggu ke 

empat disetiap bulannya. Kegiatan diawali dengan doa bersama yang diikuti oleh Camat 

Kawedanan bersama aparatur kecamatan , Kepala Desa / Kelurahan   dan Kasi 

Kesejahteraan Desa ( modin ), untuk mendoakan arwah para leluhur serta doa 

keselamatan untuk seluruh aparatur kecamatan, desa / kelurahan serta seluruh warga 

Kecamatan Kawedanan agar senantiasa dalam lindungan Allah swt, diberikan kemudahan 

dan kelancaran dalam semua urusannya khususnya dalam mengemban amanah melayani 

masyarakat di wilayah Kecamatan Kawedanan. Kemudian acara dilanjutkan dengan 

pengumpulan iuran seikhlasnya dari ASN Kecamatan Kawedanan dan dari kepala desa / 

kelurahan. Iuran  yang terkumpul selanjutnya diumumkan besarnya jumlah  yang 

terkumpul, untuk selanjutnya iuran tersebut digunakan untuk diberikan kepada penerima 

iuran / sembako pada bulan berikutnya. Adapun iuran yang terkumpul kurang lebih 

Rp.2.300.000,- disetiap bulannya dan dibagikan kepada 20 penerima bantuan senilai 

Rp.100.000,- 

 

B. Kendala dalam Pemenuhan SDM Kecamatan Kawedanan 

Berdasarkan keputusan Camat Kawedanan nomor 57 tahun 2022 tanggal 14 

Desember 2022, Kegiatan “Jumpa Insan” sendiri memiliki dana yang bersumber dari 

iuran ASN di Kecamatan Kawedanan iuran dari pemerintah desa/kelurahan. Suatu 

kegiatan pasti tidak terlepas dari beberapa kendala yang kemungkinan akan terjadi dan 

perlu untuk diperhatikan diantaranya: 
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1. Proses pengkoordinasian iuran dari ASN di Kecamatan Kawedanan dari 20 

Desa/ Kelurahan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana sistem iuran, 

penentuan penanggung jawab iuran setiap daerah, dan bentuk iuran yang 

diberikan. Hal tersebut dikarenakan dalam menghimpun iuran ASN dari 

beberapa desa/ kelurahan dapat menimbulkan beberapa protes maupun 

perbedaan pendapat. Sehingga perlu adanya SOP yang jelas dan sosialisasi 

terhadap seluruh pihak terkait.  

2. Proses penentuan lokasi dan penerima bantuan perlu teliti dan merata agar 

tidak terjadi kesenjangan dan protes dari masyarakat. Sehingga perlu 

dipertimbangkan proses dalam menentukan sistem penjadwalan penerima 

bantuan setiap bulannya ataupun sistem penentuan besaran atau proporsi 

iuran yang diberikan. Seperti penerima bagi piatu, fakir miskin, maupun janda 

dan  pembagian paket sembako senilai 100 ribuan secara berganti dari satu 

desa ke desa lain. 

3. Sistem koordinasi pelaksanaan kegiatan perlu membentuk tim khusus yang 

terdiri dari perwakilan setiap desa/kelurahan yang diakomodir oleh ASN dari 

kecamatan. Sehingga, kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada miss 

communication antar pihak terkait. 

Tabel 1. Daftar Desa di Kecamatan Kawedanan 

No  

Desa/Kelurahan 
Kode Pos 

1 Balerejo 63382 

2 Bogem 63382 

3 Garon 63382 

4 Genengan 63382 

https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/bogem-28939
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/garon-28940
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/genengan-28941
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
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5 Giripurno 63382 

6 Jambangan 63382 

7 Karangrejo 63382 

8 Kawedanan 63382 

9 Mangunrejo 63382 

10 Mojorejo 63382 

11 Ngadirejo 63382 

12 Ngentep 63382 

13 Ngunut 63382 

14 Pojok 63382 

15 Rejosari 63382 

16 Sampung 63382 

17 Selorejo 63382 

18 Sugihrejo 63382 

19 Tladan 63382 

20 Tulung 63382 

 

C. Kebijakan dalam Upaya Reformasi Birokrasi 

 Kebijakan camat kawedanan dalam upaya reformasi birokrasi melalui inovasi 

jumpa insan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan terkait dengan inovasi 

“Jumat Insan” ini dituangkan dalam poster HKI terdiri dari beberapa komponen sebagai 

berikut: 

1. UMUM 

Kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan 

pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi 

pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ( good 

https://kodepos99.com/desa-kelurahan/giripurno-28942
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/karangrejo-28944
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/kawedanan-28945
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/mangunrejo-28946
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/mojorejo-28947
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/ngadirejo-28948
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/ngentep-28949
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/ngunut-28950
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/pojok-28951
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/rejosari-28952
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/sampung-28953
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/selorejo-28954
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/sugihrejo-28955
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/tladan-28956
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
https://kodepos99.com/desa-kelurahan/tulung-28957
https://kodepos99.com/kode-pos/63382
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governance ) akan terwujud. Seorang pemimpin diharapkan bisa memberikan dorongan 

lahirnya perubahan, kegiatan dan seluruh proses kegiatan organisasi. Pemimpin 

merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif 

yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, dan tingkah laku 

anggotanya. Pemimpin merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam 

mengembangkan suatu organisasi.  

2. LOKASI 

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian untuk memperoleh data 

penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup wilayah 

Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. 

3. TUJUAN 

Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategi OPD Kecamatan 

Kawedanan yang berorientasi kepada masyarakat, memberikan ruang public secara 

konvensional dan atau virtual melalui inovasi program peningkatan pelayanan publik 

4. HASIL 

Inovasi program Jumpa Insan di Kaewedanan sebagai upaya untuk memberikan 

ruang public secara konvensional dan atau virtual, yang secara dinamis akan selalu 

ditingkatkan serta dikembangkan dalam implementasinya. 

5. MODEL 

Implementasi program Jumpa Insan dijelaskan secara singkat melalui model HKI. 

Diawali dari penentuan lokasi yaitu kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dan 

diturunkan melalui kebijakan Camat Kawedanan No. 57 Tahun 2022 tanggal 14 

Desember 2022. Program Jumpa Insan sendiri merupakan inovasi sebagai bimbingan 

mental ASN di OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sebagai wujud 
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kepedulian ASN terhadap warga yang membutuhkan dengan memberi bantuan. Program 

tersebut membutuhkan peranan dari pihak kecamatan dan setiap perwakilan desa atau 

kelurahan untuk menyukseskan kegiatan, mulai dari koordinasi iuran, penentuan lokasi 

dan penerima bantuan, hingga pelaksanaannya. Sehingga, output dari Jumpa Insan dapat 

tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.  
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Gambar 1. Model HKI Sistem Kegiatan “Jumpa Insan” 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Reformasi Birokrasi merupakan upaya penataan mendasar yang 

diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Sistem 

berkaitan dengan hubungan antara unsur dan elemen yang saling mempengaruhi 

dan berkaitan membentuk suatu totalitas Pelayanan publik pada dasarnya 

menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Sejalan dengan perkembangan 

teknologi, pemerintah terus berupaya berinovasi dalam menghadirkan pelayanan 

terbaik bagi  masyarakat, salah satunya melalui inovasi program jumpa insan. 

Implementasi program Jumpa Insan dijelaskan secara singkat melalui 

model HKI. Diawali dari penentuan lokasi yaitu kecamatan Kawedanan 

Kabupaten Magetan dan diturunkan melalui kebijakan Camat Kawedanan No. 57 

Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022. Program Jumpa Insan sendiri merupakan 

inovasi sebagai bimbingan mental ASN di OPD Kecamatan Kawedanan 

Kabupaten Magetan sebagai wujud kepedulian ASN terhadap warga yang 

membutuhkan dengan memberi bantuan. Program tersebut membutuhkan peranan 

dari pihak kecamatan dan setiap perwakilan desa atau kelurahan untuk 

menyukseskan kegiatan, mulai dari koordinasi iuran, penentuan lokasi dan 

penerima bantuan, hingga pelaksanaannya. Sehingga, output dari Jumpa Insan 

dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.  
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Inovasi program Jumpa Insan di Kawedanan juga menjadi upaya menarik 

perhatian dan memberikan secarik harapan bahwasannya sebenarnya perubahan 

didalam implementasi pelayanan public bukanlah sesuatu hal yang mustahil.  

B. Saran 

Pemerintah kecamatan selaku pembuat inovasi hendaklah senantiasa 

melibatkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pengawasan pelayanan public 

dan perencanaan partisipasif untuk menyiapkan agenda pembangunan, 

pemantauan, evaluasi, serta pengawasan secara partisipatif, dan mekanisme 

konsultasi agar dapat menyelesaikan isu sectoral dalam upaya mewujudkan 

reformasi birokrasi demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good 

governance).


